
BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGAWASAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, 
pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan 
produktivitas dan produksi komoditas pertanian; 

b. bahwa untuk meningkatkan produksi, mutu hasil dan 
penyerapan hasil pertanian di Daerah Kabupaten 
Ponorogo dengan penyerapan pemupukan berimbang 
diperlukan subsidi pupuk; 

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota berwenang melakukan Pengawasan 
pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota 
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran 
dan penggunaan pupuk bersu bsidi di wilayah kerjanya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
tentang Pengawasan Pengadaan, Penyaluran Dan 
Penggunaan Pupuk Bersubsidi UnLuk Scklor Pe rlan ian ; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah kabupaten d a lam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Tahun 1950 
Nomor 4 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

/ 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 
Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5433); 

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten ta n g Pemerintahan Dae rah Mcnjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-barang Dalam Pe ngawasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 24 73) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M
DAG /PER/ 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

Menetapkan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENGADAA, 

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTU 

SEKTOR PERTANIAN. 

j 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 

5. Petugas Penyuluh adalah Dinas Pertanian. 

6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanama 
pangan, holtikultura, perkebunan rakyat, h ijauan pakan ternak da 
budidaya ikan dan / a tau udang. 

7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaa 
unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 

8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesua 
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapa 
produktifitas yang optimal dan berkelanjutan. 

9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan da 
penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuha 
Kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian yang meliputi : Pupu 
Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsid 
lainnya yang ditetapkan oleh menteri ya ng menyelenggarakan urusa 
pemerintahan bidang pertanian. 

10. Pupuk Anorganik adalah hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ ata 
biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 

11. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati , kotora 
hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang tela 
m elalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya denga 
bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatka 
kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat baik kimi 
dan biologi tanah. 

12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah h a rga tertingg 
Pupuk Bersubsidi dala m kemasan di Lini IV, yang dibeli secara tunai ole 
Kelompok Tani dan/ a tau Petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapka 
oleh Menteri Pertanian. 

13. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor 
Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. 

14. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di Wilayah Kecamaw1 
dan/ a tau Desa yang ditunjuk a tau ditetapkan oleh Distributor. 

15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP 
Daerah adalah wadah koordinasi Instansi terkait di Daerah dala 
pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang dibentuk oleh Bupati. 

16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan !aha 
untuk budidaya tanaman pangan atau holtikultura termasuk pekebun yan 
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat denga 
skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yan 
m engusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang J 
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tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/ ata 
udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang yan 
tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. 

18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau 
pembudidaya ikan dan/ a tau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan 
lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk 
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 

19. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini pupuk Indonesia yang 
memproduksi pupuk unorganik dan organik. 

20. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh 
produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan 
pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi 
dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya. 

21. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yan g 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di 
Kecamatan dan/ atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat 
jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk 
bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/ a tau petani 
diwilayah tanggungjawabnya. 

22. Surat perjanjian jual beli selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan 
kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor a tau antara 
distributor dengan pengecer yang m emuat hak dan kewajiban masing-masing 
dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani 
dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

23. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk 
Indonesia yang berasal dari produsen dan/ atau impor. 

24. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk 
Indonesia sampai dengan kelompok tani dan/ a tau petani sebagai konsumen 
akhir. 

25. Wilayah tanggungjawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk 
bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I, lini II , lini 
III sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia. 

26. Rencana Defini tif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat 
RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang 
disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahan 
petani, perkebunan dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik 
lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian. 

27. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pe ngadaan dan pcnyaluran p upuk 
bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tern pat, waktu dan mutu. 

28. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah kesatuan 
ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan 
suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi 
di wilayah yang bersangkutan . 

J 
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BAB II 
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pengawasan pengadaan, penyaluran clan penggunaan Pupuk Bersubsidi untu 
sektor pertanian di daerah diselenggarakan berdasarkan azas: 

a. manfaat; 

b. keadilan; 

c. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; 

d. kebersamaan; 

e. keterpaduan; 

f. partisipatif; 

g. keragaman; 

h. keselarasan , keserasian dan keseimbangan; 

1. desentralisasi; dan 

J. keterbukaan clan akuntabilitas. 

Pasal 3 

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untu 
Sektor Pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, kelancara 
penyaluran dan ketepatan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah gun 
meningkatkan produksi dan produksivitas hasil pertanian. 

Pasal4 

Tujuan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsi 
untuk sektor pertanian adalah : 

a. meningkatkan ketersediaan Pupuk Bersubsidi secara optimal sesu i 
kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produks , 
produktivitas dan mutu hasil yang optimal; 

b. memberikan jaminan kelancaran penyaluran dan penggunaan 
Bersubsidi di daerah dengan prinsip 6 (enam) Tepat; 

c . meningkatkan produksi pertanian di daerah untuk mendukung Ketahana 
Pangan Nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi da 
hasil pertanian; dan 

d. memberdayakan petani, kelompok tani dan gapoktan. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasa l 5 

Ruang lingkup pengaturan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaa 
Pupuk Bersubsidi, meliputi: J 
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a. Jems; 

b. perencanan, Peruntukan dan Kebutuhan; 

c. pengadaan; 

d. penyaluran; 

e. pelaporan; 

f. pengawasan. 

BAB IV 
JENIS PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 6 

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri dari an-organik dan organik yang diproduks 
dan/ atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk. 

(2) Pupuk an-organik sebagaima na dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 
36, ZA dan NPK. 

BABV 
PERENCANAAN, PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dala 
menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran penyaluran untu 
meningkatkan hasil produksi pertanian yang didasarkan pada : 

a. hasil identifikasi; 

b. inventarisasi; dan 

c. verifikasi kebutuhan pupuk dengan mempe rha tika n kebuLuhan pupu 
petani dan/ atau Kelompok Tani. 

(2) Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksa naka 
setiap tahun melalui tahapan usulan rencana, koordinasi dan p eneta pan. 

(3) Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) 
dituangkan dalam RDKK yang diusulkan secara berjenjang oleh peta i 
dan/ a tau kelompok tani kepada Bupati melalui Dinas yang membidan i 
pertanian. 

Bagian Kedua 
Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 

Pasal 8 

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi peta ni dan /atau kelompok tani yan 
mengusahakan lahan dengan total luasan paling banya k 2 (dua) hekt' r 
dengan setiap musim tanam per keluarga. 

j 
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(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 
tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, 
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. 

Pasal 9 

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anJuran pemupuka 
berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan : 

a. jumlah kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh Petani dan/ ata 
Kelompok Tani dengan rincian menurut: 

1. sub sektor; 

2. kecamatan; 

3. desa/kelurahan; 

4. jenis; 

5. jumlah; dan 

6. sebaran bulanan. 

b. rakap RDKK yang disusun oleh Dinas yang membidangi pc rtania n da 
diketahui oleh Petugas Penyuluh, dengan rincian menurut: 

1. kecamatan; 

2 . jenis; 

3.jumlah; 

4. sub sektor; dan 

5. sebaran bulanan. 

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapka 
dengan Peraturan Bupati setiap bulan Desember. 

(3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayaL ( ) 
mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian. 

(4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebi 
lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulana 
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayaL (4) paling lamb' .l 
ditetapkan pada akhir bulan Desember. 

Pasal 10 

(1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi scbagai mana 
dimaksud dalam Pasa l 9, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarka 
lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan Pupuk yang menjadi prioritas. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dala 
Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

Dinas Instansi yang m embidangi pertanian bersama Petugas Penyuluh waj b 
melaksanakan pembinaan kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani dala 
penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/ a tau kemampuan 

I 
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penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompok Tani d' 
wilayah kerjanya. 

BAB VI 
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 12 

(1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksu 
dalam Pasal 9 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi a n ta 
wilayah Kecamatan dan/ a tau waktu. 

(2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapka 
oleh Dinas Instansi yang membidangi pertanian. 

(3) Dalam hal mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akiba 
kebijakan realokasi antar kabupaten/kota, Bupati dan Dinas lnstansi yan 
membidangi pertanian wajib menindak lanjuti dengan melakukan realokas· 
antar Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi suatu Kecamatan pada bulan berjalan tida 
mencukupi penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakuka 
dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan /atau dari a loka 
bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun mela l 
realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
masih terjadi kekurangan, maka Pemerintah Daerah dapat mencuku 
ketersediaan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan biaya APBD. 

BAB VII 
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 13 

(1) Pelaksaaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sekt r 
Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani dan/ atau Kelompok Tani diat r 
sebagai berikut: 

a . penyaluran Pupuk Bersubsid i oleh penyalur di Lini 111 ke Lini l 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga 
dan dibuktikan dengan catatan dan/ atau nota pembe lian kepada penyal r 
Lini IV dengan tembusan diberikan kepada Petani dan / atau Kelompo 
Tani; 

b. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani dan/ ata 
kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturc 
perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/ atau no a 
pembelian kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani; dan 

c . penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
huruf b memperhatikan kebutuhan Petani dan/ atau Kelompok Tani 
alokasi di wilayah tanggung-jawabnya. 

(2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini III ke Lini IV dan 
Lini IV ke Petani dan/ atau kelompok tani sebagaimana dima ksud pada ay 
(1) huruf a dan huruf b Dinas Instansi yang membidangi pertani n / 
berkoordinasi dengan Petugas Penyuluh guna melakukan pendataan RDKK 
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diwilayah tanggungjawabnya sebagai 
pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesua1 
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). 

dasar pertim bangan dalam 
alokasi sebagaimana dimaksud 

(3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani dan / ata 
Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan pcncrnpan pcmupukan 
berimbang spesifik lokasi oleh Petugas Penyuluh. 

Pasal 14 

(1) Produsen menunjuk Distributor dan/ atau KUD sebagai pe laksana penyalura 
Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di lingkal Kabupatcn pa lin 
sedikit 10 (sepuluh) Distributor. 

(2) Distributor menunjuk kios Pengecer sebagai Pelaksana Penyaluran Pupu 
Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat Desa/Kelurahan palin 
banyak 3 (tiga) kios pengecer. 

(3) Persyaratan penunjukkan d istributor s e bagaimana dimaks ud pa d a aya l ( 1 
dengan ketentua n sebagai berikut: 

a. bergerak dala m bida ng usaha perdagangan umum; 

b. memiliki kantor dan p en gurus yang aktif menjala nkan kegiatan usah 
perdagangan ditempat kedudukannya; 

c . memenuhi syaral-syaral umum untuk melakukan kegialan perdaga nga 
yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Dafta 
Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usa ha (SITU) pergudangan; 

d. memiliki dan / a tau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yan 
dapat menjamin kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi diwilaya 
tanggungjawabnya; 

e. m empunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki palin 
sedikit 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan; 

f. m emiliki permodala n yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratka 
o leh Produsen; 

g. berdomosili atau bertempat tinggal di wilayah Langgungjawabnya yan 
dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk; dan 

h. mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidan 
perdagangan setiap tahun sebelum penandatanganan SPJB. 

(4) Persyaratan penunjukkan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat 
dengan ketentuan sebagai be rikut: 

a. bergerak dalam bidang u saha perdagangan umum; 

b. memiliki pengurus yan g aktif menja lankan kegiatan atau mengelo a 
perusahaannya; 

c. mcmenuhi syaral-syarat umum unluk mclakuka n kcgialan pc rdaga ng- n 
yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daft r 
Perusahaan (TD P); 

d. memiliki atau m enguasa i sara na 
gun a manja min Penyaluran 
tanggungjawabnya; 

e. memiliki permodalan yang cukup; 

untuk Penyalura n Pupuk Bersubsi 
Pupuk Bersubsidi di wi lay h 

f. berdomisili atau bertempa t tinggal di wilayah tanggung jawabnya ya g 
dibuktikan d engan Kartu Tanda Penduduk; 

J 
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g. mempunya1 Janngan distribusi Kelompok Tani paling banyak 3 (Liga) 
Kelompok Tani; dan 

h. mendapatkan persetujuan dari produsen dan Dinas lnstansi yan 
membidangi perdagangan. 

(5) Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah 
tanggungjawabnya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah. 

(6) Penyampaian daftar nama Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksu 
pada ayat (5) paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan. 

(7) Dalam hal terjadi perubahan daftar nama sebagaimana dimaksud pada aya 
(5) clan ayat (6) produsen wajib menyampaika n perubahanya paling lam ba t 1 
hari kerja sejak terjadinya perubahan. 

Pasal 15 

( 1) Distributor bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesua 
dengan Prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini lil sampai dengan Lini I 
diwilayah tanggungjawabnya. 

(2) Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petan 
dan/ a tau Kelompok Tani dilokasi kios Pengecer. 

(3) Kecuali atas permintaan Peta ni dan/ a tau Kelompok Tani, Pengecer dapa 
menyalurkan Pupuk Bersubsidi ke lokasi Petani dan / atau Kelompok Tan· 
den gan mendapatkan ongkos angkut sesuai dengan kesepakatan yan 
ditentukan oleh Petani dan / atau Kelompok Tani dengan k ios Pen gecer. 

Pasal 16 

(1) Pada setiap puncak musim tanam bulan November sampa i den gan bula 
J a nua ri Produsen wajib menjamin ketersediaa n stok dan Penya luran Pupu 
bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk k ebutuha n selam a 3 (tiga) mingg 
kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dala 
Peraturan Bupati. 

(2) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilaya 
tanggung jawabnya paling sedikil untuk kebutuhan selama 2 (dua) mingg 
kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersu bsidi yan g ditetapkan dala 
Peraturan Bupati. 

(3) Pengecer wajib m emiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedik t 
untuk kebutuhan selama 1 ( satu ) minggu kedepa n sesuai dengan RDKK 
wilayah yan g menjadi tanggungjawabnya. 

Pasal 17 

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasa rkan rencana kebutuha 
yang ditetapkan d a lam Peraturan Bupati . 

(2) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh distributor d a n/ aLau p e ngec r 
tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran secara langsu g 
kepa da peta ni dan/ atau kelompok ta ni di Lini IV setelah berkoordina i 
dengan Bupati dala m hal ini KP3 Daerah. 

(3 ) Pelaksa n aan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaporkan kepada Dinas Insta nsi yan g membidangi perdaga nga n dan Diw s 
lnstansi yang membidangi pertaniandengan tembusan kepada S KPD Provin 'i 
Jawa Timur yang membidangi Perdagangan dan Pertanian. 

J 
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Pasal 18 

(1) Distributor wajib m enjamin kelancara n Pupuk Bersu bsidi berdasarkan 
Prinsip 6 (enam) Tepat diwilayah ta nggungjawabnya. 

(2) Pengecer wajib melaksanakan peyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarka 
prinsip 6 (enam) tepa t di Lini IV kepa da Petani da n / a tau kelompok tan · 
berda sarka n RDKK. 

(3) Pela ksanaan tugas dan tanggungjawab Dis tributor dan Pegcccr scsuai dcnga 
ketentuan peraturan pe runda ng-undangan. 

Pa sal 19 

(1) Distributor wajib m enjua l Pupuk Bersubsidi ke pada Pengecer dengan harg 
tebus mempertimbangkan HET da n m elaksa na ka n pengan gkutan sampa 
guda ng Lini IV Pengecer. 

(2) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Dist ributo 
menggunakan sarana angkutan yang terda ftar pada Produsen denga 
m encantumkan identita s khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi. 

(3) Dala m h al penjua lan Pupuk Bersubsidi sebaga imana d im aksud pada ayat (1 
distributor wajib m endapatkan rekomendasi dari Dina s lnstansi yan 
membidangi perdagangan. 

(4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani da n / ata u Kelompo 
Tani di guda ng Lini IV berdasarkan RDKK dengan tida k mele bihi HET. 

(5) Kelompok Tani wajib menj u a l Pupuk Bersubsidi h a nya kepada a nggota ny 
dan/ a tau petani sesuai den gan HET da n da pat di tarn ba h dengan ongko 
angkut Pupuk Bersubsidi serta dapat ditambah dengan pemberian iura n ka 
kepada Kelompok Ta ni sesuai dengan kesepa katan yang ditentukan ole 
Kelompok Tani yang bersangkutan. 

BAB VIII 
FASILITAS, AKSESIBILITAS PEMBIAYMN PERMODALAN 

Pa sal 20 

(1) Dala m rangka optima lisasi Pupuk Bersubsidi, Pemerinta h Daera h da p t 
memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan bagi Petani dan / ata 
Kelompok Tani dan/ atau Gabungan Kelompok Tani. 

(2) Pemberian pembiayaan permodala n sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) 
dila ksana ka n sesuai denga n ke tentuan peratura n perunda ng-un dangan . 

BAB IX 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

Pasal 2 1 

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dala m ra ng a 
pengelolaa n Pupuk Bersubsidi. 

(2) Kerja sama sebagaima na dimaksud pada aya t (1) dilakuka n anta a 
Pemerintah Daerah dengan: 

a. Pemerintah; j 
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b. Pemerintah Daerah Provinsi; 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota la innya; 

d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau 

e. Badan usaha swasta. 

Pasal22 

(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usa h a d a n /alaL 
lembaga lain dalam ra ngka pengelolaan Pupuk Bersubsidi. 

(2) Kemitraan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiata n: 

a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; 

b. penelitian dan pengembangan; dan 

c . kegiatan lain. 

BAB X 
SISTEM INFORMASI 

Pasal23 

(1) Pemerintah Daerah m enyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Pupu 
Bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat. 

(2) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana d imaksud pad 
ayat (1) dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terbuka . 

(3) S istem Informasi Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsi i 
di Daerah paling sedikit memuat data mengenai: 

a. ketersediaan/ stok awal Pupuk Ber subsidi; 

b . jumla h Penya luran Pupuk Bersubsidi; 

c . stok akhir pupuk bersubsidi; dan 

d. harga Pupuk Bersubsidi di tingkat lapangan untuk masing-masing jen s 
pupuk. 

BAB Xl 
LARANGAN 

Pasal24 

(1) Distributor dilarang melaksanakan Penjualan Pupuk Bersubsidi kepa a 
pedagang dan / a tau pihak la in yang tidak ditunjuk sebagai Pengccer. 

(2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubs di 
kepada pihak lain kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkut n 
yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau p impinan distribu or 
yang bersangkutan. 

(3) 

(4) 

Distributor dan pengece r dilarang me mpe rjual-be lika n Pupu k Bersubs di 
diluar peruntukannya dan/ atau d ilu a r wilayah tanggungjawabnya. 

Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperju l
belikan Pupuk Bersubsidi . J 
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(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang 
menggunakan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) dan ayat (2). 

(6) Distributor dan Pengecer dilarang terlibat dan melibatkan diri dala m 
penyusunan RDKK yang dibuat oleh Petani dan/ a tau kelompok ta ni. 

(7) Distributor dan Pengecer dilarang untuk meminta, menerima, m emmJa m 
uang muka kepada kelompok tani dan/ atau petani untuk keperlua n 
penebusan Pupuk Bersubsidi ke Produsen atau ke Distributor. 

BAB Xll 
PELA PO RAN 

Pasal 25 

( 1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persedia an Pupu 
Bersubsidi yang dikua sa inya setiap bula n scca ra berka la kc pada produsc 
dengan tembusan kepada: 

a . Dinas lnstansi yang membidangi pertanian dan Dinas Instansi yan 
membidangi perdagangan; dan 

b. KP3 Daerah. 

(2) Pengecer waj ib menyampaikan laporan realisasi penyalura n da n penyediaa 
Pupuk Bersubsidi s etiap bulan secara berkala kepada distributor denga 
tembusan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdaganga n da n Dina 
Instansi yang membidangi pertanian. 

(3) Petugas penyuluh waj ib mensosialisasika n realisasi atas usulan RDKK Pupu 
Be rsubsidi kepada Pc tani da n /a tau Kelompok Ta ni. 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 26 

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran da 
Penggunan Pupuk Bersubsidi di Daerah. 

Pasal 27 

( 1) Bupati berwenang melakukan pengawasanatas pelaksanaan Pengadaa , 
Penya luran dan Penggunan Pupuk Bersubsidi d i Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalia , 
mon itoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebija kan pengadaa , 
penyaluran dan pengguna n Pupuk Bers ubsidi di Da erah. 

(3) Da lam rangka melaksanakan kewenangan sebaga imana dimaksud pada ay t 
(1), Bupati dapat membentuk KP3 Daerah. 

(4) Pembentukan KP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dap t 
melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/ a ta u Ke polis i n 
Negara Republik Indonesia (POLRT). 

j 
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Pasal 28 

(1) Pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk 
Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat. 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan 
sebagai berikut: 

a. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini III sampai 
dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat sesuai dengan 
tanggungjawabnya; 

b . KP3 Daera h melakukan pemantauan dan pe ngawasan Pclaksanacrn , 
Pengadaan, Penyalura n dan Penggu naan Pupuk Bersubsidi serl 
m elaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Produse 
pena nggungjawab wilayah; 

c . Dinas Instansi yang m embidangi perdagangan melakukan pengawasa 
pelaksanaan, Pengadaan, Penyaluran dan Ketersediaan Pupuk Bcrsubsid 
dan dilaporkan kepada Bupati dan KP3 Daerah dcngan Lcmbusan kcpad' 
SKPD yang membidangi perdagangan tingkat Propinsi. 

(3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpanga 
atas ketentuan peraturan perungang-unda ngan yang mengatur tentan 
Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer dilakukan oleh: 

a. Dinas lnsta nsi yang membidangi pcrdagangan alau pejabal yang dilunjuk 
dan /atau 

b. KP3 Daerah. 

(4) Dalam hal adanya bukti yang cukup diduga melakukan pelangggaran yan 
dapat dikenakan sanks i Lindak pidana sesuai dengan Peraturan Daerah ini , 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dapaL mcnggunakan banLuai 
aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

BAB XIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal29 

Pembiayaan yang dipe rlukan untuk p engawasan pengadaan, penyaluran da 
penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daera h, dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

( 1) 

BAB XV 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 30 
Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayal (2), Pasal 18 ayaL (1) dan ayal (3), Pasa l 19 ayclL (1), Pclsal 24 ayal (2) dcln 
ayat (7), danPasal 25 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi berupa: 

a. teguran tertulis; ) 
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b. penghentian sem entara kegia ta n ; 

c. penghentia n tetap kegiata n; 

d. pencabutan sementara izin; 

e. pencabutan tetap izin; dan / atau 

f. dend a administratif. 

(2) Pengecer yang m elanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (3), Pasal 18 ayat (2) d a n ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (6) da 
ayat (7) dan Pasal 25 ayat (2) dikena kan sanksi adminis trasi berupa : 

a . teguran lisa n 

b. teguran lertulis; 

c . pembekuka n atau pemberhentian penunjukan sebagai pengecer; 

d. pencabutan sementara izin usaha perdagan gannya; 

e. pencabutan tetap izin usaha perdagangannya; dan/ atau 

f. denda administra tif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administra i 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur d a lam Peratura 
Bupati. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasa l 31 

(1) Selain Penyidik Pejabal Polisi Negara Republik Indonesia, Pejaba t Pegaw i 
Negeri Sipil te rle nlu di lingkunga n Peme rinlah Daerah dibe ri wcwenang 
khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil seba gaimana dimaksud dala 
Kitab Undang-Unda ng Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mela kuka 
penyidikan sesuai denga n Peratura n Daera h ini. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) 
m empunya1 wewenang: 

a . m enerim a laporan atau pengaduan m engenai terjadinya suatu perbuat n 
yang diduga merupakan tindak pida na; 

b . m em er ik sa kebenaran la pora n atau keterangan berkenaan dengan duga n 
tindak pidana; 

c . m emanggil orang, ba dan usaha, alau badan hukum unLuk dimin 1 

keterangan dan a lat bukti sehubunga n tindak pidana ; 

d. memanggil orang, Badan Usaha atau Badan Hukum untuk d idengar d n 
diperiksa sebagai sanks i atau sebagai tersangka berkenaan deng n 
dugaan terjadinya tindak pidana; 

e . m em eriksa pembukua n , calatan, da n dokumen la in berkenaan deng n 
dugaa n t inda k pidana; 

f. m en eliti, mencari d a n mengumpulkan ketera ngan yan g berkai t deng n 
dugaan tindak pidana ; 

I 
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g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan 
tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan 
penyitaan dan/ a tau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang 

dapat dijadikan bukti dala m tindak pidana; 

h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tanda bukti sehubungan 
denga n tindak pidana; 

1. memotret dan / a tau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, 
barang, sarana pengangkut atau obyek lain yang dapa l dija dika n bu kti 
adanya tindak pidana; 

J. mendatangkan dan meminta bantuan a tau keterangan a hli dalam rangk 
melaksana kan tugas penyidikan dugaan tindak pidana; dan 

k. mengh e n t ikan penyidikan sesuai dengan ketentuan pera turan perundang 
u ndangan. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pa d a ayat ( 1 
m enyampaikan berkas perkara hasil penyidika n kepada penuntut umu 
melalui Pej a ba t Penyidik Polisi Negara Re publik Indonesia sesuai denga 
KUHAP. 

(4) Da la m pelaksanaan lugas da n wewenangnya Pcny idik Pcgawai Ncgcri 
sebagaimana dima ksud pada ayat ( 1) berada dibawah koordinasi 
pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal32 

(1) Distributor yang m enjual Pupuk Bersubsidi kepada Pedagang dan/ a tau piha 
lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaima na dima ksud dalam Pas 1 
24 ayat ( 1) dapat diancam pidana dengan pidana kurungan paling la ma 3 (t ig· ) 
bula n atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh jut 
rupiah). 

(2) Dis tributor dan/atauPengecer yang memperjual-belikan Pupuk Bersubs i i 
diluar peruntukan d a n / atau dilua r wilayah tanggungjawabnya seba gaiman 
dimaksud d a lam Pa s a l 24 ayat (3) dia ncam pidana denga n pid a na kurun ga 
paling lama 3 (tiga) bula n alau pidana denda pa ling banyak Rp50.000.000,0 
(lima puluh juta rupiah). 

(3) Setiap orang selain Produsen, Distributor d a n Pengecer yang m emperjua -
belikan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( ) 
d iancam pidana dengan pidan a kuru ngan paling lama 3 (tiga) bula n al 
pidan a denda pal ing banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh julcl rupiah). 

(4) Perusa h aan sebagaima na dimaksud d a lam Pasal 8 ayat (2) yan g menggunak n 
pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat ( ) 
d ipidana d engan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bula n atau pida a 
denda paling banyak Rp50.000 .000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal33 

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dala m Pasal 32 adalah pelanggaran . 

J 
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(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mcrupaka n pcncrimaan 
Negara. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal34 

Persyaratan dan penunjukan distributor dan pengecer yang telah ada sebelu 
Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dala 
Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) tahun terhitun 
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 

Kelentua n pe la ksanaan Peratura n Daerah ini ha rus ditctapkan paling lambat 
(salu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal36 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan pengundangan Peratura 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 

Ditetapkan di Ponorogo 

Pada tanggal 31 AGUSTUS 2015 

~.BUPATIPONOROGO, 

TTD. 

MAS KUR 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 27 -

7 /2015, PROVINS! JAWA TIMUR: NOMOR 7 TAHUN 2015. 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO, 

Cap TIO 

AGUS PRAMONO 
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